
GUBERNUR RIAU

Menimbang

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PETALA BUMI PROVINSI RIAU

b.

c.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

2.

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
16461;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 teotang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

GUBERNUR RIAU,

bahwa dalam rangka pengaturan tata cata penyelenggaraan

Rumah Sakit mJliputi pengaturan internal korporasi dan
peraturan inlernal staf medis sesuai dengan pasal 2q ayat

itt hurul r UndanP,-Undang 44 Tahon 2009 tentang Rumah

lakiL, perlu -.nyr"un dan melaksanakan Peraluran

lnternal'Rumah Salit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi

Riau;

bahwa Peraturan Internal Rumah Sakit disusun dalam
rangka menyelenggarakan tata kelola organisasi yang pall
lqoid corporate qoiemancel dan tata kelola klinis lang baik

iiooa aiitcot goiemancel pada Rumah Sakit Umum Daerah

Petala Bumi Provinsi Riau;

bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan hur-uf b, perlu menetapkan Peraturan
tlubernur tentang Peraturan I4ternal Rumah Sakit Umum
Daerah Petala Bumi Provinsi Riau;

Mengingat : 1.

3.
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4. Unclang Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah

i^f.ii ir-.*o"tuln N.grtu Republik lndnnesia Tahun^,200q

Nomor 53, Tambahan Negara Republik lndonesia Nomor

5O72);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah

beberapa kaLi terakhir dengan Undang-Undang nomor 9

tahun bOt5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

b+6, Tlmbanai Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor

558e);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negira Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Taibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) Sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas

Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun
2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
n(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor

1i1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

53a0);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 205 Nomor 165, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Taljur' 2OO9

tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

12. P€raturan Menteri Kesehatan Nomor 755i MENKES/
PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di
Rumah Sakit;

13. Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang
Komite Keperawatan Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Dewan Pengawas Rumah Sakit;
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15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ MENKES/ SK/
Vll2OO2 terLlarLg Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit

lHospital BU Laus)i

16. Keputusan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Penetepan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi sebagai
Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

MenetAPKAN : PERATUAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PROVINSI
RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat
daerah dan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adala Gubernur Riau.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanlutnya
disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau.

6. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Petala
Bumi Provinsi Riau.

7. Direktur adalah Pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang
diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Petala Bumi Provinsi Riau oLeh Gubernur'

8. Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi
Riau adalah Pemerintah Provinsi Riau.

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungar,
dalam meiakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisien dan produktivitas,
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1l.Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakiii pemilik'
terdiri dari Ketua dan Anggota yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengeloiaan Rumah sakit yang
dilakukan Pejabat Pengelola dan memberikan nasehat
kepada Pejabat pengelola dalam menjalankan kegiatan
pengelolaan Rumah Sakit.

12. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adaiah seluruh pejabat
St.uktural baik Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian,
Kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit
yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang
berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi
Provinsi Riau.

13. Komite Medik adaLah perangkat Rumah Sakit untuk
menerapkan tata kelolal klinis (Clinical Gouetnance) agat stal
medis di Rumah Sakit terjaga profesionalisme melalui
mekanisme kredensiai, penjagaan mutu profesi medis, dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

14.Komite Keperawatan adalah wadah non stmktural Rumah
Sakit yang mempunyai lungsi utama mempertahankan dar:
meningkatkan prolesionalisme tenaga keperawatan melalu-
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

15. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah unit kerja yang
dipimpin oieh seorang ketua yang berada dibawah dar-
bertanggung jawab kepada Direktur, dalam upayE,
meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit.

16. Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi selanjutnya
disingkat Komite PPI adalah unit kerja yang bertujuan untuk
mencegah transmisi penyakit menular disemua tempat
pelayanan kesehatan.

17. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah sakit
selanjutnya disingkat Komite K3RS adalah unit kerja yang
bertujuan untuk mengendalikan berbagai faktor lingkungan
fisik, kimia, biologi di Rumah Sakit yang mungkin dapat
menimbuikan dampak atau gangguan kesehatan te.hadap
petugas, pasien, pengunjung masuk sekitar Rumah Sakit.

18. Komite Farmasi dan Terapi selanjutnya disingkat KFT adalah
unit kerja yang bertujuan untuk men)rusun Formularium
Rumah Sakit yang mengacu kepada Formularium Nasional.

19.Satuan Pemeriksa lnternal selanjutnya disingkat SPI adalah
wadah non struktural yang bertugas melaksanakan
pemeriksaan internal Rumah Sakit Umum Daerah Petala
Bumi Provinsi Riau.

20. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah
rerrentu dengan rujuan membanru mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.

21. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah
Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi
Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu
diunit pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai
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dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi
masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumr
Provinsi Riau.

22. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospilal BU Lau.)s) adalah
aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan
Rumah Sakit meliputi peraturan internal korporasi dan
peraluran inrernal slaf medis.

23. Peraturan Internal Korporasr lcorporate Bg Laws) adalah
aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (Corporate
Govemance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan
hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik dr
Rumah Sakit.

24. Peraturan lnternal Staf Medis (Medical Staff Bg Lauts) adalah
aturan yang mengatur tata kelola klinis (Cllnical Gouemance)
untuk menjaga profesionalisme staf medis Rumah Sakit

25. Dokter adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
medis di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinst
Riau.

26. Dokter Kontrak dan/atau Dokter dengan Perjanjian
Kerjasama adalah Dokter yang diangkat dengan status
tenaga kontrak dan atau status dengan perjanjian kerjasama
di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau
yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan atau
Keputusan Direktur dengan masa kerja untuk jangka waktu
tertentu.

27. Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh
Komite Medik, Komite Keperawatan yang bertugas untuk
mengatasi masalah khusus, yang ditetapkan dengan
keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi
Provinsi Riau.

28. Kewenangan Klims (Clinicrtl PreuiLage) adalah hak khusus
seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan
medis te.tentu dalam iingkungan rumah sakit untuk suatu
periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan
klinis lClinic al Ap p ointme nt).

29. Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan
Direktur Rumah Sakit Daerah Petala Bumi kepada seorang
staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di
Direktur Rumah Sakit Daerah Petala Bumi berdasarkan
daltar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.

30. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis dan
tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan diberikan
kewenarrgan klinis (Clinical Preuilege).

31. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis
dan tenaga keperawatan yang telah memiliki kewenangan
klnis (Clinical Preuilege) untuk menentukan kelayakan
pemberian kewenangan klinis tersebut.

32. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional
terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada
pasien dengan menggunakan rekam medis yang
dilaksanakan oleh profesi medis.
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33. Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional
terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan
kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang
dilaksanakan oleh prolesi keperawatan.

34. Mit.a Besl,.ri \Peergroup) adalah sekelompok staf medis dan
keperawatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik
untuk menelaah segala hal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. Peraturan Internal Korporasr (Corporate BAlqws).

b. Peraturan lnternal Staf Medis lMedical Staff BgIausJ.

BAB II
PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Bagian Kesatu
Umum

pasal 3

(1) Peraturan Internal Korporasi sebagaimana dimaksud
pasal 2 huruf a merupakan peraturan internal rumah
yang didalamnya memuat :

a. Struktu. Organisasi;

b. Prosedur Kerja;

c. Pengelompokkan lungsi-fungsi logis; dan

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

(2) Perturan Internal Korporasi sebagaimana dimaksud
ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Transparansr;

b. Akuntabilitas;

c. Responsibilitas; dan

d. lndepedensi.

daiam
sakit,

pada

Pasal 4

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian
tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam
organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2J Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja
antara posisi jabatan dan lungsi dalam organisasi.

(3) Pengelompokkan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1J huruf c menggambarkan pembagian yang
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jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi
pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian interen
da Ia m rangka efektifitas penca pa ia n orga nisa si.

(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (i) huruf d merupakan pengaturan dan
kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang
berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/komponen
untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara
efektif. efisien dan oroduktif.

Pasal 5

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat \2)
hurul a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas
dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara
langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga
dapat menumbuhkan kepercayaan.

{2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b yaitu pertanggungjawaban pengelola sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
BLUD dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan
laporan/pertanggungjawaban dalam sistem laporan
keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen
sumber daya manusia, pengelolaan aset dan manajemen
pelayanan.

{3) Reponsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam
pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat sesuai
peraturan perundang undangan.

(4) Indepedensi sebagaimana dimaksud dalam paal 3 ayat (2)
huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi
secara professional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip
bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Identitas

Pasal 6

(1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Petala
Bumi.

(2) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Kelas C.

(3) Alamat rumah sakit adalah di jalan dr. Soetomo Nomor 65
Pekanbaru, Kode Pos 28124, Telepon (0761)-23024, Faximile
(0761) 561031, website : rsudpetalabumi.riau.go.id, email :

rsudpetalabumi@riau. go. id.
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Bagian Ketiga
visi, Misi, Nilai, Motto dan Tujuan Strategis

Pasal 7

(1) Visi Rumah Sakit yakni Unggul Dalam Pelayanaan.

(2) Misi Rumah Sakit yakni :

a. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terJangt<au;

b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia menuju rumah sakit C plus;

c. Mewujudkan pengelolaan administrasi secara transparan

(3) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan {2)
dipergunakan sebagai pedoman unruk membuar
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
penilaian kinerja bagi rumah sakit.

(4) Perubahan Visi dan Misi sebagaimana dimasud pada ayat {1)
dan ayat {2) diajukan oleh Direktur kepada Gubernur
berdasarkan hasil rapat Tim Evaluasi Visi dan Misi Rumah
Sakit.

Pasal 8

(1) Nilai-nilai Dasar Rumah Sakit meliputi :

a. Senyum dalaln memberikan pelayanan didasari dengan
ketulusan hati;

b. Empati kepada pasien berusaha memahami dan
merasakan keluhan penyakitnya;

c. Jujur dengan integritas tinggi dalam bekerja penuh
tanggung jawab dan rasa sy.ukur;

d. Upaya sungguh sungguh sesuai standar dan penuh
kesabaran untuk kesembuhan pasien; dan

e. Kerja cerdas, terampil, penuh kreatifitas dan berbudi
luhur.

(2) Motto Rumah Sakit adalah Ramah, Santun, Peduli dan
Rcrtahoor r n o ia$/a h

(3) Tujuan Strategis Rumah Sakit yaitu :

a. Sinergisitas Standar Prosedur Operasional dan Standar
Pelayanan Minimal menuju Akreditasi Rumah Sakiu

b. Penataan sistem layanan pengaduan pelanggan;

c. Meningkatkan cakupan layanan kesehatan pada semua
unit pelayanan;

d. Mendorong percepatan Pelayanan KIA terpadu dan
mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam
melaksanakan program unggulan Ibu dan Anak;

e. Melaksalakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
bagi tenaga Sumber Daya Manusia rumah sakit;
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f. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan rumah
sakiU

g. Peningkatan efektil dan efisiensi daiam penyelenggaraan
administrasi;

h. Penerapan Standar Pelayanan Minimal {SPM) di tiap unit
pelayanan.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 9

(1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik
Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas
Gubernur di bidang pelayanan kesehatan, diplmpin oleh
seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

(2) Tugas Rumah Sakit yaitu menyelenggarakan perumusan
kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pada Bagian Umum, Bidang
Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan dan Bidang
Penunjang Medik, serta melaksanakan pelayanan kesehatan
paripurna, pendidikan, pelatihan dan menyelenggarakan
kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada Gubernur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) rumah sakit mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
tugas pada Bagian Umum, Bidang Pelayanan Medik,
Bidang Keperawatan dan Bidang Penunjang Medik;

b. penyelenggaraan kordinasi dan fasilitasi pada Bagian
Umum, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan dan
Bidang Penunjang Medik;

c. penyelenggaraan pemantauanr evaluasi dan pelaporan
pada Bagian Umum, Bidang Pelayanan Medik, Bidang
Keperawatan dan Bidang Penunjang Medik;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintaL
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal lO

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap
kelangsungan hidup perkembangan dan kemajuan rumah
sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
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(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya
mempunyai kewenangan :

a. menetapkan peraturan tentang Peratu.an Internal Rumah
Sakit dan Pedoman Penetapan Standar Pelayanan
Minimal {SPM) Rumah SakiU

b. mengangkat dan memberhenlikan Pejabar PengeloJa.
Pejabat Struktu.al dan Dewan Pengawas;

c. meiakukan evaluasi atas kinerja Rumah Sakit yang
dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;

d. menyetujui rencana slralegis bisnis. rencana tahunan.
kebijakan dan program ruman sakit;

e. menyetujui pendidikan para profesional kesehatan serta
penelitian, kemudian memberikan pengawasan terhadap
mutu pelayanan;

l. memberikan persetujuan atas anggaran modal dan
operasional rumah sakit;

g. mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang
disetujui oleh Dewan Pengawas;

h. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk
mencapai visi dan misi rumah sakit;

i. menletujui rencana rumah sakit untuk peningkalan
mutu dan keselamatan pasien serta menerima laporan
dan tindak lanjut tentang program mutu dan
keselamatan pasien tersebut; dan

j. memberikan sanksi kepada pegawai yang melaggar
ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan
kepada pegawai yang berprestasi.

(3) Pemerintah Daerah be.tangungiawab menutup difisit
anggaran rumah sakit yang bukan karena kesalahan dalam
pengelolaan dan setelah diaudir secara independen.

(4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya
kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan
atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.

Bagian Keenam
Organisasi Rumah Sakit

Pasal 11

Organisasi Rumah Sakit terdiri dari :

a. Dewan Pengawas;

b. Direktur;

c. Bidang/Bagian;

d. Seksi/ Subbagian;

e, Satuan Pemeriksa Internal (SPl);

f. Komite;

g. Kelompok Staf Medis (KSM);

h. Instalasi;
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Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit-unit.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas

Pasal 12

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satu unit non struktural yang bersifat
independen yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

(1)

(2)

Pasal 13

(11 Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
berfungsi sebagar gouenling bodg rurnal' sakit dalam
melakukan peminaan dan pengawasan non teknis
perumahsakitan secara internal di rumah sakit.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka Dewan Pengawas bertugas:

a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;

b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;

c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu keselamatan pasien;

e. mengawasi pelaksanaan kendali biaya;

f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

g. mengawasi dan menjaga hak dan kewjiban rumah sakit;

h. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika
profesi, dan peraturan perundang undangan;

i. mengawasi pengelola BLUD rumah sakit sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

j. menindak lanjuti laporan tentang program mutu dan
keselamatan pasien serta memberikan fekomendasi
terhadap laporan tersebut; dan

k. mengawasi mutu pendidikan dan pelatihan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai
berikut :

a. menerima dan memberikan penilaian terhadap Laporan
Kinerja dan Keuangan Rumah Sakit dari Direktur; .

b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
SPI Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan
memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;

c. meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola Rumah Sakit
dan/atau manajemen iainnya mengenai penyelenggaraan
pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur
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dengan Peraturan Internal Rumah Sakil lHospitql BAlaws);

d. memberikan pengawasan terhadap mutu program untuk
tercapainya visi, misi dan tujuan Rumah Sakit;

e. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural
di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
Dewan Pengawas sesuai Dokumen Peraturan lnternal
Rumah Sakit; dan

l. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan
Rumah Sakit.

Pasal 14

{1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung
dalam bentuk kebijakan dalam upaya memperdayakan KSM
untuk mencapai tujuan Rumah Sakit sesuai dengan visi,
misi, dan tujuan Rumah Sakit;

(2) Peran terhadap KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui integrasi dan koordinasi secara terns
menerus dan berkesinambungan;

(3) lntegrasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diselenggarakan melalui pemberdayaan fungsi-fungsi
dalam organisasi Komite Medik Rumah Sakit melalui Sub
Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi dan Sub Komite
Etika dan Disiplin Profesi.

Bagian Kedelapan
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal l5

Pejabat Pengelola Rumah Sakit yaitu Pimpinan Rumah Sakit
yang bertanggung jawab terhadap kjnerja operasional Rumah
Sakit, terdiri atas :

a. Pemimpin, selanjutnya disebut Direktur.

b. Pejabat Keuangan, selanjutnya disebut Kepala Bagian Umum.

c. Pejabat Teknis Pelayanan Medik, selanjutnya disebut Kepala
Bidang Pelayanan Medik.

d. Pejabat Teknis Pelayanan Penunjang Medik, selanjutnya
disebut Kepala Bidang Penunjang Medik.

e, Pejabat Teknis Pelayanan Keperawatan, selanjutnya disebut
Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal L6

Direktur bertanggung jawab terhadap operasional Rumah Sakit
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 17

Semua Pejabat pengelola dibawah Direktur bertanggung jawab
kepada Direktur sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 18

(1) Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dapat dirubah baik jumlah
maupun jenisnya setelah dilakukan analisis organisasi guna
memenuhi tuntutan perubahan dengan mengusulkan kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

(2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

(1) Direktur mempunyai kewenangan :

a. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada
seluruh unsur yang ada di Rumah Sakit;

b. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;

c. menetapkan indikator mutu dan keselamatan pasien serta
memberikan laporan kepada Gubernur dan/atau Dewan
Pengawas;

d. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan
prosedur tetap rumah sakit;

e. memberikan penghargaan kepada pegawai, yang
berpresta\i sesuai peral ura n perunda ng- undanga n:

f. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat
keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur;

h. mendatangkan ahli, professional konsultan atau lembaga
independen jika diperlukan;

i. menetapkan organisasi internal pelaksana dan organisasi
pendukung dengan uraian lugas masing-masing:

j. membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak
lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional
pelayanan;

k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran
u' uawa,Ir j/ar uaI

L meminta pertanggungjawaban pelaksana tugas dari semua
pejabat pengelola dibawah Direktur.

(2) Dalan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Direktur bertanggung jawab atas :

a. kebenaran kebijakan Rumah Sakit;

b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit;

c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan
pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
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d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan
kesehatanj dan

e. memberikan persetujuan atas strategi rumah sakit dan
program yang terkait dengan pendidikan, para prolesional
kesehatan serta penelitian, kemudian memberikan
pengawasan terhadap mutu program.

Pasal 20

Direktur dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh Kepala Bidang, Kepala
Bagian, Kepaia Seksi dan Kepala Sub Bagian.

Paragraf 2
Persyaratan Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala

Seksi dan Kepala Sub Bagian

Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :

a. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian,
integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang perumah
sakitan;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;

c. mampu meiaksanakan perbuatan dan tidak pernah menjadi
pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;

d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
menjalankan praktek bisnis yang sehat di Rumah Sakit; dan

e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Direktur
yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

Pasal22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepaia Bidang adaiah :

a. Kepala Bidang yang membidangi pelayanan berlatar belakang
pendidikan tenaga kesehatan minimal Strata 1 (satu) plus
Profesi sebagai berikut :

1) Bidang Pelayanan Medik adalah Dokter.
2) Bidang Pelayanan Penunjang Medik adalah Dokter

atau Apoteker.

3) Bidang Keperawatan adalah Perawat.

b. Telah mengikuti pelatihan manajemen perumah sakitan
meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, rencana strategis
bisnis, rencana aksi strategis, rencana implementasi dan
rencana tahunan, tata kelola rumah sakit, standar pelayanan
minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi rumah
sakit dan pengelolaan sumber daya manusia yang dibuktikar.



c.

d.

e.
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dengan sertifikat/surat keterangan I ijazah yang diterbitkan
oleh lembaga yang berwenang;

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
dipenuhi sebelum atau paling lama I (satu) tahun pertama
setelah menduduki jabatan Kepala Bidang;

Diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3
(tiga) tahun dalam bidang tugasnya;

Memenuhi standar kompetensi manjerial Kepala Bidang yang
berlaku di Pemerintah Daerah;

Berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan

Bersedia membuat pelnyataan kesanggupan untuk
menjalankan praktek bisnis sehat di rumah sakit dengan
meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan
kinerja man faa L bagi masyarakar.

f.

g.

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian adalah :

a. Berpendidikan Strata 1 diutamakan dalam bidang
Ekonomi/ akuntasi, serta pendidikan Strata 2 (dua)
diutamakan dalam bidang kesehatan;

b, Telah mengikuti pelatihan manajemen perumahsakitan
melliputi kepemimpinan dan kewirausahaan, rencana aksi
srategis, rencana implementasi dan rencana tahunan,
laporan pokok keuangan, akuntansi, rencana bisnis
anggaran, sistem recruitment pegawai, sistem remunerasi
dan sistem informasi yang dibuktikan dengan sertifikat/surat
ketera..gar'llJaz h yang terbitkan oleh lembaga yang
berwenang;

c. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama
setelah menduduki jabatan Kepala Bagian;

d. Diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3
(tiga) tahun dalam bidang tugasnya;

e. Memenuhi standar kompetensi manjerial Kepala Bagian yang
berlaku di Pemerintah Daerah;

f. Berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan

g. Bersedia membuat
menjalankan praktik
meningkatkan kinerja
m. cr.rrrLa f

a. Berpendidikan paling sedikit
keianya;

b. Telah mengikuti pelatihan
meiliputi kepemimpinan dan

pernyataan kesanggupan untuk
bisnis sehat di rumah sakit dengan
peiayananan dan kinerja manfaat bagi

Pas l24

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi dan/atau
Kepala Sub Basian adalah :

Strata I sesuai dengan bidang

manajemen perumah sakitan
kewirausahaan, rencana aksi
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srategis, rencana implementasi dan rencana tahunan,
laporan pokok keuangan, akuntansi, rencana bisnis
anggaran, sistem recruitment pegawai, sistem remuneras:
dan sistem informasi yang dibuktikan dengan sertifikat/ surat
keterangan/ijazah yang terbitkan oleh lembaga yang
berwenang;

c. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama
setelah menduduki jabatan Kepala Seksi dan/atau Kepala
Sub Bagian;

d. Diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3
(tiga) tahun dalam bidang tugasnya;

e, Memenuhi standar kompetensi manjerial Kepala Bagian yang
berlaku di Pemerintah Daerah;

f. Berstatus Pegawai Negeri Sipii;
g. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk

menjalankan praktik bisnis sehat di rumah sakit dengan
meningkatkan kinerja pelayananan dan kinerja manlaat bagi
masyarakat.

Paragraf 3
Pemberhentian Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian,

Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian

Pasal 25

Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan
Kepala Sub Bagian dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peragraf 4
Tugas dan Fungsi

Pasal 26

Tugas dan fungsi Direktur dan Pejabat Struktural lain pada
Rumah Sakit berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai
tugas dan fungsi.

Bagian Kesembilan
Satuan Peugaqras Iuternal (SPI)

Pasal27

Untuk membantu Direktur dalam bidang pengawasan
internal dan monitoring dibentuk SPI dengan Keputusan
Direktur.
SPI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keLompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan
pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber
daya Rumah Sakit;

Pengawasan dan Monitoring terhadap Pengeiolaan sumber
daya Rumah Sakit sebagaimana climaksud pada ayat (3)
dilakukan untuk mengawasi kebijakan Direktur telah

(2)

(3)

(1)

(4)



(1)

dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan untuk mencapai tujuan organisasi.

Bagian Kesepuluh
Komite

pasal 28

Untuk membantu Direktur dalam mengawai dan menjamin
mutu pelayanan kesehatan secara komprehensif, agar sesuai
dengan standar pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dan
untuk memberi wadah bagi profesional dibentuk Komite
dengan Keputusan Direktur.

Komite merupakan badan non struktural yang berada
dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
Susunan kepengurusan komite, fungsi, tugas dan kewajiban
serta tanggung jawab dan kewenangan komite diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Direktur;
Dalam melaksanakan tugas Komite dapat membentuk Sub
Komite dan/atau panitia yang merupakan kelompok kerja
tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 29

Komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 terdiri dari:

a. Komite Medik;

b. Komite Keperawatan;

c. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;

d. Komite Pengendalian dan Pencegahan Inleksi;
e. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan

f. Komite Farmako Terapi.

(2)

(3)

(4)

(1)

pasal 30

Komite Medik sebagaimana dimaksud daiam
huruf a merupakan organisasi non sLruktural
Sakit yang dibentuk dengan Keputusan Direktur.

Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat
merupakan wadah perwakilan KSM.

Pasal 28
di Rumah

(1) bukan(2)

pasal 3L

Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisne
staf medik yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:

a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis di Rumah
Sakit;

b. Memelihara mutu profesi staf medis; dan
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d.

e.

f.
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c. Menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medik.

Pasal 32

Wev/enang Komite Medik terdiri atas :

a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis
(deline ation of clinical pivileg e) ;

b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical
apporntment);

memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis;
memberikan rekomendasi perubahan/modihkasi rincian
kewenangan klinis ldelineation of clinical pivilege);

memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;

memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran
berkelanjutan;

memberikan rekomendasi pendampingan (proctoing);
memberikan rekomendasi pemberian tindak disiplin;
mengembangkan program pelayanan dan pelatihan;

memantau kegiatan pelayanan medis;

meningkatkan profesional staf medis; dan
melaksanakan pembinaan etika profesi serta menyatukan
kewenangan prolesi antar KSM.

Pasal 33

(1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf b merupakan organisasi non struktural yang berada
dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bukan merupakan wadah perwakilan dari stal keperawatan.

(3) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 34

(1) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur
dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika
profesi tenaga keperawatan serta pengembangan profesi
berkelanjutan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Komite Keperawatan mempunyai lungsi :

a. penyelenggaraan konsultasi keperawatan;

b. penyelenggaraan tukar pendapat;

c. pemberian motivasi dalam pemecahan masalah profesi
keperawatan melalui pembelajaran;

d. penggalian inovasi dan ide-ide yang membangun dan
pembaharuan kearah perbaikan profesi keperawatan;

e. penyelenggaran pendidikan dan pembelajaran kepada
profesi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang
dimiliki; dan

h.

I

J,

l.
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f.penyelenggaraan advokasi
perlindungan dan dukungan
menerima hak-haknya termasuk

dengan memberikan
kepada profesi dalam

masalah hukum.

pasal 35

Wewenang Komite Keperawatan terdiri dari:
a. membuat dan membubarkan panitia kegiatan keperawatan

(panitia ad hoc) secara mandiri maupun bersama bidang
keperawatan;

b. mengusulkan rencana kebutuhan tenaga keperawatan dan
proses penempatan tenaga keperawatan berdasarkan
tinlauan profesi;

c. mengusulkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana keperawatan;

d. membimbing perawat dalam kesuksesan kerja dan karirj dan
e. memberikan pertimbangan tentang bimbingan dan konseling

keperawatan.

pasal 06

{1)Kqmite Mutu dan Keseiamatan Pasien sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf c merupakan organisasi non struktural
yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada
Direktur;

(2) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud
pada ayat (ll dibenluk dan direrapkan oleh Direktur.

Pasal 37

(1) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien mempunyai tugas
membantu Direktur dalam meningkatkan Mutu dan
Keselamatan Pasien di Rumah sakit;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat {1}
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien mempunyai fungsi;

a. men1rusun program mutu dan keseiamatan pasien di
rumah sakit;

b. melakukan sosialisasi kebijakan dan peningkatan
terhadap Mutu Rumah Sakit;

c. melakukan pemilihan indikator;

d. melakukan pengumpulan data, analisa dan validasi data;
dan

e. melakukan identifikasi dan pengelolaan kejadian insiden
keselamatan pasien.

(3) Evaluasi dan penilaian kinerja Direktur dalam meningkatkan
Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud ayat (1) berdasarkan laporan pelaksanaan program
Mutu dar Keselamatan Pasien.

(4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan setiap 3 {tiga) bulan sekali kepada Gubernur
dan tembusan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
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pasal 38

Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2B huruf d merupakan organisasi non
struktural yang berada dibawah serta bertanggung jawab
kepada Direktur.

Komite Pengendalian dan Pencegahan lnfeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh
Direktur.

(2)

Pasal 39

{1) Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi mempunyai
tugas membantu Direktur dalam kegiatan Pengendalian dan
Pencegahan Infeksi di Rumah Sakit.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiaman dimaksud ayat {1}
Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi mempunyai
fungsi :

a. men)rusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan
Pengendalian dan Pencegahan Infeksi;

b. meiaksanakan sosialisasi kebijakan Pengendalian dan
Pencegahan lnfeksi Rumah Sakit, agar kebijakan dapat
dipahami dan dilaksanakan oleh petugas Rumah Sakit;

c. membuat Standar Prosedur Operasional Pengendalian dan
Pencegahan Infeksi;

d. menyusun program Pengendalian dan Pencegahan lnfeksr
dan mengevaluasi pelaksanaan tersebut;

e. bekerjasama dengan tim Pengendalian dan Pencegahan
Infeksi dalam melakukan investigasi masalah atau KLB
healthcare Associated Infection:,

f. memberikan usulan untuk mengembangkan dar.
meningkatkan cara Pengendalian dan Pencegahan Inleksi,
clan

g. mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesua
dengan prinsip Pengendalian dan Pencegahan Infeksi dan
aman bagi yang menggunakan.

Pasal 40

(1) Komite Keseiamatan dan Kesehatan Kerja Rumah SakiL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e merupakar,
organisasi non struktural yang berada dibawah serta
bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dar-
ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 41

(1) Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
mempunyai tugas membantu Direktur dalam rangka
menjamin dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja
di Rumah Sakit.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)
Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan di
lingkungan Rumah Sakit;

b. menyusun rencana kerja / program kerja Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Rumah Sakit;

c. menyusun pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan
Kesehatan di iingkungan Rumah Sakit;

d. melaksanakan pen1,.u1uhan di bidang keselamatan,
penyehatan lingkungan, kebakaran dan kewaspadaan
bencana di lingkungan Rumah Sakit;

e. memberikan Rekomendasi dan pertimbangan kepada
Direktur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan

f. melakukan evaluasi program kerja Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Rumah Sakit.

Pasal 42

(1i Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit mempunyai tugas
membantu Direktur dalam menyusun Formularium Rumah
Sakit.

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)
Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit mempunyai fungsi:

a. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Rumah Sakit
mengenai rumusan kebijakan dan prosedur untuk
evaluasi, pemilihan dan penggunaan obat di rumah sakit;
dan

b. merumuskan program yang berkaitan dengan edukasi
tentang obat dan penggunannya kepada tenaga kesehata
di rumah sakit.

Bagian kesebelas
Kelompok Staf Medis (KSM)

Pasal 43

KSM merupakan kelompok dokter yang bekerja dibidang
medis dalam jabatan fungsional.

KSM mempunyai tugas melaksanakan diagnosis,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan
pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kedokteran.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) KSM menggunakan pendekatan tim dengan tenaga
prolesi terkait.

Pasal 44

Tanggung jawab KSM Rumah Sakit sebagai berikut;

(1)

(2)

(3)



e,

f.

c.

d.

a.

b.
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memberikan Rekomendasi melalui Komite Medis kepada
Direktur terhadap permohonan penempatan Dokter baru di
Rumah Sakit untuk mendapatkan keputusan;
melakukan evaluasi atas kinerja Dokter berdasarkan data
yang komprehensif;

memberikan Rekomendasi melalui Komite Medik kepada
Direktur terhadap permohonan penempatan ulang Dokter di
Rumah Sakit untuk mendapatkan keputusan Direktur;
memberikan kesempatan kepada para Dokter untuk
mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;
memberikan masukan melalui Ketua Komite Medik kepada
Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik
kedokteran;

memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap
tahun melalui Ketua Komite Medik kepada Direktu;
dan/atau Bidang Pelayanan Medik dan penunjang tentang
hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerji
praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf din
lain-lain yang dianggap perlu; dan

melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta
dokumen-dokumen terkait.

pasal 45

Kewajiban KSM Rumah Sakit sebagai berikut:
a. menJ,llsun Standar Prosedur Operasional pelayanan medis,

meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang
pelayanan medis;

b. men],'r-rsun indikator mutu klinis; dan
c. menJrusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing

masing anggota.

Pasal 46

KSM dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota.

Ketua KSM dapat dijabat oleh Dokter Organik dan/atau
Dokter Non Organik.

Pemilihan ketua KSM diatur dengan mekanisme yang
disusun oleh Komite Medik dengan persetujuan Direktur.
Kelua KSM ditenpkan dengcn Kepurusan Direkrur.
Masa bakti ketua KSM adalah maksimal 3 (tiga) tahun dan
dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Bagian Kedua Belas
Instalasi

Pasal 47

(1) Untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan
dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non
struktural.

(1)

(2)

(4)

(s)

(3)
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{2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(3) Setiap penjrusunan dan tata kerja instalasi Rumah Sakir
harus didasarkan pada penerapan prinsip koordinasi.
integrasi, sinkronisasi dan cross functtonal approach secara
vertikal dan horizontai baik dilingkungannya serta dengan
rnstalasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(4) Berdasarkan kebutuhan dan beban dalam melaksanakarr
kegiatan operasional pelayanan instaiasi wajib berkoordinasi
dengan bidang, bagian, seksi dan subbagian terkait.

(5) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas
analisis beban kerja dan/atau kebutuhan organisasi.

Pasal 48

(1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dipimpin
oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional yang diangkat
dan diberhentikan oleh Direktur.

(2) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban
merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan
mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan pada
instalasinya masing-masing kepada Direktur.

(3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
tenaga lungsional dan/atau tenaga non fungsional.

Pasal 49

Instalasi pada Rumah Sakit terdiri dari:
a. instalasi Gawat Darurat;
b. lnstalasi Rawat Jaian;
c. Instalasi Rawat Inap;
d. Instalasi Perinatologi;

Instaiasi Anestesi;

Instalasi Bedah Sentral;
lnstalasi Perawatan lntensive (lCU);

Instalasi Sterilisasi Sentral;
Instalasi Radiologi;
Instalasi Laboratorium;
Instalasi Farmasi;
Instalasi Gizi;

lnstalasi Rekam Medik;
Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit;
lnstalasi Pemulasaran Jenazah;
Instalasi Loundry;
Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);

Instalasi Logistik; dan
Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).
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Bagian Ketiga Belas
Kelompok Jabatan Fungsional

pasal SO

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan
fungsional sesuai bidang keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
{i) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan
berdasarkan jabatan fungsional masing-masing iesuai
dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang jabatan lungsional diatur sesuai peraturan
perundang-undangan.

(5) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit
kerja rumah sakit sesuai kompetensinya.

Bagian Keempat Belas
Tata Kerja

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi
dilingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi
integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (cross
function qpproach) secara uerticql dan horizontal baik
dilingkungannya serta dengan satuan organisasi lain sesuai
tugas masing-masing.

pasal 52

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasl
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan
wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 54

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta
menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 55

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
pembahan untuk menyusun laporan iebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.
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pasal 56

(1) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala
Subbagian dan Kepala lnstalasi wajib menyampaikan lapdran
berkala kepada arasannya masing masing.

(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (t), iembusan laporan
lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula
kepada satuan organisasi lain yang secari fungsitnal
mempunyai hubu ngan kerja.

pasal Sz

D-alam melaksakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi
dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dari daiam
rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kelima Belas
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

pasal 58

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan
kebijakan yang jelas mengenai sumbe; daya minusia yang
berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitati
untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektit
dan efisien.

pasal 59

(1) Pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari pegawai Negeri Sipil
atau Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari nor-
Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip
efisiensi, ekonomis dan produktifitas dalam iangta
peningkatan pelayanan.

(3) Mekanisme pengangkatan Pegawai Rumah Sakit yang berasai
dari Pegawai Negeri Sipil dan non pegawai Negeri Sipil sesuar.
peraturan perundang undangan.

pasal 60

(1) Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan non pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Rumah Sakit dilaksanakan dengan tujuan untuk
penrngkatan kinerja dan pengembangan karir.

(2) Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a.Penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan

pendidikan dan keterampilan;

b.Masa kerja di unit tertentu telah mencapai 3 (tiga) tahun
kecuali pada keahlian tertentu;

c.Pengalaman pada bidang tugas tertentu;
d.Kegunaannya dalam menunjang karir; dan



(1)

(2)

{3)
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e. Kondisi fisik dan psikis pegawai.

Pasal 61

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai,
maka Rumah Sakit menerapkan kebijakan tentang
penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan
sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau
melanggar peraturan yang ditetapka.
Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan pada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan
formai maupun informal yang mendukung pelayanan
kesehatan masyarakat di Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undanga.

Syarat-syarat untuk pendidikan formal dan informal
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur oleh
Direktur.

Pasal 62

Kenaikan Pangkat Pegawai Rumah Sakit yang berasai dari
Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada ketentuan peraturarr
Perundang-undangan.

Pasal 63

{1) Pemberhentian pegawai berstatus pegawai Negeri Sipil
dila!<ukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pemberhentian Pegawai berstatus Non pegawai Negeri Sipil
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Masa beriakunya perjanjian kerja telah berakhir dan tidak

diperpanjang.

b. Mencapai batas usia 56 tahun, khusus tenaga dokter 70
tahun.

c. Mengajukan permohonan pengunduran diri.
d. Melakukan tindakan hukuman disiplin tingkat berat.

e. Meninggal dunia.
f. Tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga)

buian yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sakit
Dokter Pemerintah,

g. Tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1

(satu) bulan penuh tanpa mendapat izin dari direktur.

(1)

Pasal 64

Pegawai Rumah Sakit diberikan penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.
Penghasilan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa gaji, tunjangan, jasa pelayanan, honorarium, insentil,
bonus, atas prestasi kerja dan penghasilan lainnya yang sah.

(2)
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Bagian Keenam Belas
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 65

(l) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas
pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakir,
ditetapkan Standar Peiayanan Minimal Rumah Sakit dengan
Peraturan Gubernur.

(2) Standar Pelayaran Minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas pelayanan,
pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk
mendapatkan layanan.

pasal 66

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam
pasal 65 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Fokus pada Jenis pelayanan;

b. Terukur;

c. Dapat dicapai;

d. Relevan dan dapat diandaikan; dan

e. Tepat waktu

Pasal 67

{1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud
dalm pasal 66 huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan
yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakit

{2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf D
merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuar
dengan standar yang telah ditetapkan.

(3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf
c merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat
pencapaianqya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat
pemanfaatannya.

(4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan
dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi
Rumah Sakit.

{5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 hurul e
merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang
telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh Belas
Pengelolaan Keuangan

Pasal 68

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit berdasarkan pada prinsip
efektivitas, efisiensi dan produktilitas dengan berasas
akuntabilitas transparansi.



pasal 69

Dalam rangka penefapan prinsip dan asas sebaqaimana
dimaksud dalam Pasal 68. dalam penara usahaan k.uangar
diterapkan berdasarkan Standar Akutansi Keuangan ISAK) ying
diterbitkan oleh Asosiasi Ikatan Akuntansi Indonesia dan
Standar Akuntansi Pemerintahan {SAP).

pasal 70

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada
Rumah Sakit untuk pembiayaan Rumah Sakit.

(2) Subsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa biaya gaji, biaya pegawai, biaya pengadaan Barang
dan/ataujasa dan biaya pengadaan barang moda1.

2a-

Bagian Kedelapan Belas
Tarif pelayanat

Pasal 71

{i) Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat
sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang
diberikan.

(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang
disusun atas dasar perhitungan biaya satuan perunit
layanan.

{3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal
hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup
selun.rh atau sebagian dari biaya perunit layanan.

P^sal 72

(1) Tarif layanan Rumah Sakit diusulkan oleh Direktur kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Taril layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempedomani Peraturan Gubernur yang mengatur tentang
Tarif Layanan Rumah Sakit.

(3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mempertimbangkan kontinuitas dan perkembangan
layanan, daya beii masya.akat, serta kompetisi yang sehat.

(4) Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim.

(5) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri dari:

a. Pembina Teknis;

b. Pembina Keuangan; dan

c. Organisasi profesi.
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Pasal 73

(1)Tarif layanan Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan
sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
dilakukan secara keselumhan maupun perunit iayanan.

(3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Bagian Xesembilan Belas
Pendapatan dan Biaya

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 74

Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari;

a. Jasa layanan;

b. Hibah;

c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;

d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

e. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan

f. Lain lain pendapatan Rumah Sakit yang sah.

Pasal 75

(1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 humf a berupa
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan
lze na ri r mocrrrraL-af

(2) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah layanan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 huruf b berupa
hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(3) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hasil
kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 74 huruf c berupa perolehan dari kerjasama
operasional, sewa menyewa dan usaha Lain yang mendukung
tugas dan fungsi Rumah Sakit.

(4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 74 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau
kegiatan di Rumah Sakit.

{5) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 74 huruf e, berupa pendapatan yang berasal darr
Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dari DAK dan/atau
r ugas pembanruan dan lain-lain.

(6) Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 huruf f yaitu;
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Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan ;

Hasii pemanfaatan kekayaan;

Jasa giro;

Pendapatan bunga;

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing;

Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
Rumah Sakit; dan

Hasil investasi.

Pasal 76

Rumah Sakit dalam melaksanakan anggaran DAK dan/ataL
tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan

a.

b.

c.

d.

e.

f.

c

diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

P^sal 77

(1) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 kecuali yang berasal dari hibah terikat,
dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah
Sakit sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit
atau Dokumen Anggaran sejenis lainnya.

(2) Hibah terikat sebagaimana pada ayat (1) diperlukan sesua:
peruntukannya.

(3) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 huruf a, hurrrf b, huruf c, dan huruf I
dilaksanakan meialui rekening kas BLUD dan dicatat daiam
kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek
pendapatan Rumah Sakit.

(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap
bulan.

(5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
Undangan.

P^ragtaf 2
Biaya

Pasal 78

{1) Biaya Rumah Sakit terdiri dari biaya operasional dan biaya
non operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit
dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

{3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
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(4) Biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan
pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung
pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis,
program dan kegiatan.

Pasal 79

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasai 78
ayat (1) terdiri dari I

a.Biaya pelayanan ; dan

b.Biaya umum dan adminisrrasi.

{2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf
a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan
langsung dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang
tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 terdiri
dari:

a.biaya pegawai;

b.biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

rl hiawe nemeliha... -

e. biaya barang dan jasa;

f hiarre na.i.i-.- .1. -

g. biaya pelayanan lain-lain.
(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b.biaya administrasi kantor;

^ hi.wa nFmaiih. r.. n

d.biaya barang dan jasa;

F hi.r.a nr^m^ci .l. n

f. biaya umum dan adminstrasi lain lain.

Pasal 8O

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (3) terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan asset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan



(2)

(3)
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e. biaya non operasional lain,lain.

(1)

Pasal 81

Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 dilaporkan kepada Pejabat
Pengeloia Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat
Pertanggung Jawaban Mutlak pengesahan yang dilampiri
dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Format Surat Per:nyataan Tanggung Jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 82

{1) Pengeluaran biaya Rumah Sakit diberikan fleksibilitas
dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang
disesuaikan dengan signifikan dengan perubahan
pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis Anggaran
yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) hanya berlaku untuk Rumah Sakit
yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah dan Hibah terikat.

(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur
mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

pasal 83

(1) Ambang Batas Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal a2 ayat (2) ditetapkan dengan besaran
persentase.

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional Rumah Sakit.

(3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan daftar
dokumen pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit oleh Tim
A nggaran Pel.nerin tah Daerah.

(4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai,
terukur rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.
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Bagian Kedua Puluh
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 84

(1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana,
prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan
mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Kedua Puluh Satu
Pengelolaau Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit

Pasal 85

(1) Rumah sakit wajib menjaga lingkungan, baik internal
maupun eksternal.

(2) Pengeloiaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang
berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan,
kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 86

(1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 meliputi pengelolaan limbah Rumah Sakit.

(2) Pengeiolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi limbah medis dan non medis.

{3) Tataiaksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB III
PERATURAN INTERNAL STAF' MEDIS

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 87

Peraturan Internal Staf Medis disusun dengan maksud agar
Komite Medik dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang
balk lgood clintcal Gouemqnce./ melalui mekanisme kredensial
peningkatan mutu profesi dan penegakan disiplin profesi.

Pasal 88

Peraturan Internal Staf Medis memiliki tujuan :

a. Tercapainya kerjasama yang baik antara staf medik dengan
Pemilik Rumah Sakit atau di antara staf medis dengan
Direktur.

b. Tercapainya sinergisme antara manajemen dan profesi medis
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untuk kepentingan pasien.

c. Terciptanya tanggung jawab staf medik terhadap mutu
pelayanan medis di Rumah Sakit.

d. Untuk memberikan dasar hukum bagi mitra bestari (peer
group) dalafi pengambilan keputusan profesi melalui Komite
Medik yang dilandasi semangat bahwa hanya staf medik yang
kompeten dan berperilaku prolessional saja yang boleh
melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Keanggotaan Staf Medis

Pasal 89

(1) Keanggotaan staf medis merupakan privilege yang dapat
diberikan kepada dokter, dokter spesialis, dokter gigi, doktel
gigi spesialis yang secara terus menerus mampu memenuhj
kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.

(2) Keanggotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (11

diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis
kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan
politisnya.

Pasal 90

Untuk bergabung dengan Rumah Sakit sebagai staf medis
dokter, dokter Spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis harus
memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi
(STR) dan Surat lzin Praktek (SlP), kesehatan jasmani dan rohani
yang laik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
serta memiiiki perilaku yang baik.

Pasal 91

Prosedur pengangkatan Staf Medis Rumah Sakit yaitu dengan
mengajukan permohonan kepada Direktur dan selanjutnya
Direktur berdasarkan pertimbangan dari Komite Medik dapat
mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 92

Bagi Staf Medis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang
sudah pensiun dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis Non
Pegawai Negeri Sipil, sepanjang yang bersangkutan memenuhl
persyaratan.

Pasal 93

(1) Dokter, Dokter Spesialis, Dokter gigi dan Dokter Gigi
Spesialis yang dapat melakukan praktik kedokteran di
Rumah Sakit yaitu Dokter yang telah dinyatakan memenuhr
syarat penerimaan (kredensial) oleh Komite Medik,
menandatangani perjanjian dan memperoleh kewenangan
melakukan tindakan medis di Rumah Sakit yang diterbitkan
oleh Direktur.

(2) Residen/Calon Dokter Spesialis yang bekerja sementara di
Rumah Sakit dalam proses pendidikannya diangkat menjadi
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staf medis dengan memiliki Surat lzin Praktek di Rumah
Sakit yang bertanggung jawab kepada keiompok staf medis
sesuai bidang keilmuannya-

Dokter Spesialis, Dokter sub spesiaiis atau Dokter spesialis
konsultan yang diundang sewaktu-waktu untuk membantu
pelayanan medis di Rumah Sakit tidak termasuk anggota staf
medis.

Dokter muda/koas/calon dokter tidak termasuk anggota staf
medis.

Bagian Ketiga
Kewenangan Klinis

Pasal 94

(1) Dokter, Dokter Spesialis, Dokte. gigi dan Dokter cigi
Spesialis melakukan praktik kedokteran sesuai dengan
bidang dan kemampuannya secara spesifik di Rumah Sakit,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-
masing organisasi profesinya, setelah mendapatkan
kewenangan klinis (cllnical pivilege) dari Direktur atas
rekomendasi Komite Medik yang ditetapkan dengan suatu
keputusan.

{2) Kewenangan Klinis sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) hanya diberikan pada Dokter yang telah memenuhi
persyaratan dan memiliki Surat lzin Praktek di Rumah Sakit.

(3) Penentuan Kewenangan Klinis didasarkan pada pendidikan,
pelatihan, pendidikan berkelanjutan, pengalaman dan
kinerjanya, termasuk kemampuan pengambilan keputusan
klinis, sebagaimana tercantum dalam berkas kredensial dan
didasarkan pada pengamatan kinerja klinis serta dokumen
hasil program peningkatan kinerja yang bersangkutan.

{4) Penggunaan Kewenangan Klinis dalam KSM diatur sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan
Ketua KSM.

(5) Perpanjangan Kewenangan Klinis diberikan oleh Direktur
atas usulan Komite Medik Rumah Sakit berdasarkan hasil
penilaian Sub Komite Kredensial.

(6) Dokter spesialis, Dokter spesialis konsultan yang diundang
sewaktu-waktu untuk membantu pelayanan medis di Rumah
Sakit diberi kewenangan klinis sementara oleh Direktur atas
rekomendasi Komite Medim Rumah Sakit.

(7) Residen/caion dokter spesiaiis yang melakukan peiayanan
Medis di Rumah Sakit diberi kewenansan sementara dan
terbatas oleh Direktur.

Pasal 95

Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
ayat (1) akan dievaluasi terus menerus untuk menentukar-
kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas,
dipersempit atau bahkan dicabut.
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(1) Dalam hai untuk memperluas kewenangan klinisnya Stal
Medis yang bersangkutan harus mengajukan permohonan
kepada Direktur dengan menyebutkan alasannya serta
melampirkan bukti berupa sertilikat pelatihan dan atau
pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.

(2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mempertimbangkan rekomendasi Komite Medik berdasarkan
masukan dari Sub Komite Kredensial.

(3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinis yang
dikabulkan atau ditoiak harus dituangkan dalam keputusan
Direktur dan disampaikan kepada pemohon.

Kewenangan klinis
Tamu atau Dokter
dari Komite Medik.

Pasal 96

Pasal 97

sementara dapat
Pengganti dengan

diberikan kepada Dokt
memperhatikan masukan

pasal 98

Dalam keadaan darurat atau bencana yang menimbulkarr
banyak korban maka semua staf medis Rumah Sakit diberikan
kewenangan klinis untuk melakukan tindakan penvelamatan
tem"rgencA core) diluar ke\aenangao klinis ieguiar yang
dimilikinya, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan
untuk melakukannya.

Pasal 99

Dalam hal Staf Medis dinilai kurang mampu atau melakukan
tindakan klinis yang tidak sesuai dengan standar pelayanan
sehingga menimbulkan kecacatan dan atau kematian maka
Komite Medik dapat melakukan penelitian.

Pasal 1OO

(1) Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
membuktikan kurang mampu atau melakukan tindakan
klinis tidak sesuai dengan standar pelayanan maka Komite
Medik dapat mengusulkan kepada Direktur untuk dikenai
sanksi berupa sanksi administratif.

(2) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dituangkan dalam bentuk keputusan Direktur dan
disampaikan kepada Stal Medis yang bersangkutan dengan
tembusan kepada Komite Medik.

(3) Dalam hal stal medis tidak menerima sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dapat
mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu 15 (lima
belas) hari untuk menyelesaikan dengan cara adil dan
seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait.

(4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat {3} bersifat
fina1.
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Pasal l0l
(i) Pencabutan kewenangan klinis dilaksanakan oleh Direktur

atas rekomendasi Komite Medik berdasarkan usulan dari
Sub Komite Medik Erika dan Disiplin Prolesi dan Sub Komile
Kredensial.

(2) Pencabutan kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada
alat 1I) dilaksanakan apabila .

a. Adanya gangguan kesehatan (fisik dan mental);

b. Adanya kecelakaan medis yang diduga karena
inkompetensi;

c. Mendapat tindakan disiplin dari Komite Medik.

Pasal lO2

(1) Kewenangan klinis seorang stal medis di Rumah Sal<it
berakhir bila hubungan hukum antara Staf Medis dengan
Rumah Sakit telah putus atau pemberian kewenangan klinis
(clintcal piuilege) staf medis yang bersangkutan dicabut oleh
Direktur karena pelanggaran disiplin profesi.

(2) Topik, waktu pelaksanaan dan tata cara pengembangan
profcsi kedokteran berkelanjutan dan audit medis ditetapkan
oleh sub Komite Mutu profesi.

(3) Sub Komite Mutu Profesi melaporkan hasil pengembangan
profesi kedokteran berkeianjutan dan audit beserta
analisisnya secara berkala kepada komite medik untuk
ditindak lanjuti.

(4) Komite medik wajib melakukan tindakan korektif yang
dianggap perlu menindak lanjuti hasil pengembangan prolesi
kedokteran berkelanjutan dan audit medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Sub Komite Mutu Profesi memberikan laporan kepada Komite
Medik mengenai efektifitas dan kewajaran pelayanan medis
yang diberikan oleh stal medis yang bekerja di Rumah Sakit.

Pasal 1O3

(1) Setiap staf medis yang melakukan asuhan medis harus
memiiiki Surat Penugasan Klinis {SPK) dari Direktur
berdasarkan rincian kewenangan klinis setiap staf medis
yang direkomendasikan staf medis.

(2) Direktur dapat mengubah, membekukan untuk waktu
tertentu, atau mengakhiri penugasan klinis (clinical
appointment) seorang staf medis berdasarkan pertimbangan
komite medik.

(3) Direktur dapat memberikan Surat Penugasan Klinis
Sementara (temporary clinical appointment) kepada Dokter
Tamu.
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Bagian Keempat
Pengorganisasian Staf Medis Fungsional

pasal 1O4

Semua Dokter yang melaksanakan praktek Kedokteran diunit-
unlt pelayanan Rumah Sakit, termasuk unit-unit pelayanan yang
melakukan kerja sama operasional dengan Rumah Sakit, wajib
menjadi anggota staf medis.

pasal lO5

(1) Dalam melaksanakan tugas staf medis dikelompokkan sesuai
bidang spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain
berdasarkan pertimbangan kir usus;

{2) Setiap kelompok staf medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang
Dokter dengan bidang keahlian yang sama;

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk kelompok stal
medis yang terdiri atas Dokter dengan keahlian berbeda
dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas
dan kewenangannya.

pasal 106

Fungsi Staf Medis Rumah Sakit yaitu sebagai pelaksana
pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembanga! dibidang pelayanan medis.

Pasal 1O7

Staf Medis Rumah Sakit mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melakukan kegiatan prolesi yang komprehensif meliputi

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.
b. Membuat rekam medis secara faktual, tepat waktu, aktual

dan akurat.

c. Meningkatkan kemampuan profesi melalui program
pendidikan dan / atau peiatihan berkelanjutan.

d. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi,
standar pelayanan medis, dan etika kedokteran.

e. Mennrsun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat
laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Bagian Kelima
Penilaian Kinerja

pasal lO8

(1) Penilaian kinerja bersilat administratif dilakukan oleh
Direktur sesuai ketentuan pemndang-undangan,

(2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh
Komite Medik sesuai ketentuan perundang-undangan,

(3) Staf medis yang memberikan pelayanan medis dan menetap
di r-umah sakit secara fungsional menjadi tanggung jawab
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Komite Medik, khususnya dalam pembinaan masalah
keprofesian.

Bagian Keenam
Tindakan Kolektif

Pasal 1O9

Dalam hal Staf Medis diduga melakukan layanan klinik dibawah
standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh
Komite Medik untuk dilakukan penelitian.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Staf Medis

Pasal 110

Staf Medis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan
.lcno.n h^rm 

^ 
r L^rFn^'

a. telah memasuki masa pensiun;

h nermin taan cenliri

c. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai Staf Medis; dan

d. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 111

(1) Staf Medis Mitra berhenti secara otomatis sebagai Staf Medis
apabila telah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti
atas persetuJuan bersama.

{2) Staf Medis Mitra yang telah menyelesaikan masa kontraknya
dapat bekerja kembali untuk masa kontrak berikutnya
setelah menandatangani kesepakata baru dengan pihak
Rumah Sakit.

Bagian Kedelapan
Kerahasiaan Informasi Medis

Pasal 112

{1) Setiap Pegawai Rumah Sakit wajib menjaga kerahasiaan
informasi tentang pasien.

(2) Pemberian inlormasi medis yang menyangkut kerahasiaan
pasien hanya dapat diberikan atas persetujuan Direktur
serta Kepala Bidang Pelayanan Medis.

Pasal 113

Kerahasiaan dan informasi Medis meliputi:

a. Rumah Sakit:
1 Berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan

informasi medis yang berlaku di Rumah Sakit;

2. Wajib menyimpan Rekam Medik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

3. Dapat memberikan isi Rekam Medis kepada pasien
ataupun pihak la,n atas izin pasien secara tertulis: dan
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4. Dapat memberikan isi Dokumen Rekam Medis untuk
kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

b. Dokter Rumah Sakit:

l. Berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur
dari pasien yang dirawat atau keluarganya;

2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal
dunia ; dan

3. Wajib menolak keinginan pasien yang bertentangar.
dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika
hukum dan kedokteran.

c. Pasien Rumah Sakitl

1. Berhak mengetahui peraturan dan ketentuan Rumah Sakit
yang mengatur hak, kewajiban, tata tertib dan lain-lain ha-
yang berkaitan denga n pasien;

2. Wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur
tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah
kesehatannya ;

3. Berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang
tindakan medis yang akan atau sudah diiakukan dokter,
yaitu :

a) Tujuan tindakan medis;

b) Tatalaksana tindakan medis;

c) Alternatif tindakan lain jika ada;

d) Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
e) Akibat ikutan yang yang medis terjadi jika tindakan

medis dilakukan;

f) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan

g) Resiko yang akan ditanggung jika pasien menolak
tindakan medis.

Bagian Kesembilan
Sanksi

pasal 114

Staf Medis Rumah Sakit, baik yang berstatus organik, Mitra,
maupun voluntir yang meiakukan pelaggaran terhadap
peraturan perundang-undangan, peraturan Rumah Sakit,
klausula-klausa dalam perjanjian kerja atau etika dapat
diberikan sanksi sesuai dengan jenis dan berat ringannya
pelanggaran.

Pasal 1 15

Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur setelah mendengar
pendapat dari Komite Medik dengan mempertimbangkan kadar
kesalahannya, yang bentuknya dapat berupa I

a. Teguran lisan atau tertulis,
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c.
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Penghentian praktik untuk sementara waktu;

Pemberhentian dengan hormat da /ata.u tidak ho.mat
bagi Staf Medis Organik; dan

Pemutusan pedanjian kerja bagi Staf Medis Mitra yang
masih berada dalam masa kontrak/ perjanjian kerja.

d.

BAB TV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

Penambahan dan perubahan terhadap unit fungsional di
lingkungan Rumah Sakit ditetapkan Direktur sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Riau.
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